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Zakat artinya suatu kebersihan atau kesucian. Zakat adalah harta 
yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sebagai 
Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia 
tentu mempunyai kesempatan besar dalam hal pengumpulan zakat yang 
dapat meningkatkan perekonomian umat. Dalam pelaksanaannya zakat 
mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, dengan 
demikian Negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini 
dibuktikan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
yang merupakan suatu bentuk politik tersendiri dengan tujuan untuk 
mengakomodasi keinginan kaum muslim di Indonesia, dalam 
pendahuluan pembayaran zakat. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran 
politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia? 
dan Bagaimana tinjauan politik hukum islam terhadap Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeloan zakat? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum Islam dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia dan untuk 
menganalisis politik hukum islam dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang pengeloaan zakat. 
Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif 
analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (library 
research), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya berkaitan 
dengan judul skripsi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Politik 
hukum Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan 
pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan dan 
pendayagunaan zakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan 
zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulanan kemiskinan. Tinjauan 
politik hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
yaitu Masyarakat Indonesia secara politik menerima hukum islam 







              
Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan 
supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu 
dijelaskan secara singkat  tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul 
skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Analisis Politik Hukum Islam 
Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Undang–Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Adapun istilah-istilah yang 
perlu dijelaskan sebagai berikut : 
1. Analisis  
Analisis dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti : 
“Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 
perkaranya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan ; 
penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya ; proses pemecahan 






                                                             
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke 4), PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 
2011, h. 83 
2 
 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan Undang-
Undang yang membahas tentang pengelolaan zakat
2
. 
3. Politik Hukum Islam  
Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah 
kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum 
yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono 
memperjelas defenisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik 
hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang 
dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya 
mencangkup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.
3
 
Sementara Moh. Mahfud MD, seorang ahli tata negara menganggap 
politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum 
adalah kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah.
4
 
Abdul Wahab Kallaf mengatakan politik hukum Islam adalah suatu 
tema dan terjemahan dari Siyasah Syar‟iyyah yang secara terminologis 
diartikan  pengurus hal-hal yang bersifat umum untuk Negara Islam 
dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari 
kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Syar‟iyyah dan 
pokok-pokok Syar‟iyyah yang bersifat umum, walaupun tidak 
                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
3
 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 1 
4
 Moh. Mahfud, Politik Hukum, h. 1 
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B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih 
judul ini sebagai bahan untuk penelitian : 
1. Secara Objektif : 
a. Memperdalam pengetahuan penulis tentang politik hukum Islam 
dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. 
b. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat dalam 
menunaikan zakat sesuai syariat agama Islam. 
2. Secara Subyektif : 
a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan cukup tersedia 
untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
b. Pokok bahasan judul yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan 
jurusan yang sedang penulis dalami, yaitu Siyasah Syar‟iyyah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan 
bagi umat Muslim. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi 
dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) 




                                                             
5
 Pulung, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1993), h. 78 
6
 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, 
cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h.3 
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Al-Qur‟an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan 
zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. 
KeIslaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal 
tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam, Siapa yang 
melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan 
lain akan tersesat. Abdullah bin Mas‟ud mengungkapkan, “Anda sekalian 
diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang 
tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima.”
7
 Keduanya 
(antara zakat dan shalat) mempunyai kedudukan yang sama, hal tersebut 
bisa dilihat bahwa kata zakat dalam Al-Qur‟an sering kali ditemukan 
dengan kata shalat secara berdampingan. Salah satunya yaitu pada Surat 
Al-Baqarah ayat 43: 
                  
Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 




Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah ibadah maliyah 
ijtima‟iyyah yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan 
menentukan. Artinya zakat tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi) 




                                                             
7
 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 
1995, h.92 
8
 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta, Kencana, 2008), h.17 
5 
 
Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 11 : 
                      
          
Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan 
zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, 





Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun 




Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib 
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
11
 Di pelaksanaan 
ibadah zakat membutuhkan peran negara agar dapat dikelola secara 
maksimal sehinga dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat 
yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menurut 
Yusuf Qaradhawi urusan zakat adalah bukan urusan pribadi, akan tetapi 
tugas pemerintahan Islam.
12
 Perintah zakat yang diturunkan pada periode 
Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan 
                                                             
9
 Fakhrruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 
2008), h.27 
10
 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 
2002, h.140 
11
 Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
12
 Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat(terjemahan) , (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 201 
l), h.742  
6 
 
orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang diturunkan pada 
periode Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan.
13
  
Zakat diperintahkan oleh Islam, disamping merupakan bentuk ibadah 
kepada Allah, sesungguhnya zakat itu diperintahkan mengandung maksud 
atau alasan sebagai berikut : 
1. Pengamalan syariat Islam perlu biaya tinggi 
2. Islam tidak menghendaki umatnya melarat 
3. Manusia mempunyai kecenderungan bersifat serakah 
4. Syariat zakat menuntut keseimbangan kemakmuran umat 
5. Syariat zakat mengajarkan kedisiplinan umat 
6. Syariat zakat mengajarkan keharmonisan umat 
7. Syariat zakat menuntut kearifan umat 
8. Syariat zakat menghendaki terwujudnya umat yang baldatun 
thoyyibatun wa rabbun ghafur 
Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial, namun 
sumber zakat tidak akan dapat terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu 
diserahkan pada kemauan wajib zakat saja, sebab apabila zakat diserahkan 
pada kemauan wajib zakat saja akan menimbulkan akibat yang negatif 
antara lain:  
1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau 
mempunyai sikap mental egoistis dan materialistis tidak akan tergugah 
                                                             
13




hatinya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran 
tangan melalui kewajiban zakat. 
2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya, merasa lebih terhormat, tidak 
merasa malu, segan atau tersinggung perasaannya, apabila mereka 
menerima zakat dari pemerintah dari pada menerima langsung dari 
wajib zakat. 
3. Distribusi tidak merata kepada mustahiq, apalagi sampai kedelapan 
ashnaf/jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien, efektif dan 
produktif, sehingga tidak tercapai tujuan utama zakat.
14
 
Pada zaman sekarang ini bentuk penghasilan yang paling mencolok 
adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. “pekerjaan yang 
menghasikan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang 
dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan 
tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan 
penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, 
advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah 
pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang buat pihak lain baik pemerintah, 
perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan,  
dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti 
itu berupa gaji, upah ataupun honorium.”
15
  
Ketika Indonesia merdeka, kesadaran membayar zakat telah 
dilakukan dengan lebih baik dengan elemen-elemen masyarakat dan 
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kesadaran itu perlu diiringi dengan tindakan real dengan segenap 
masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling menasehati tentang 




Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama 
Islam. Zakat merupakan hal yang tidak asing pada masyarakat Indonesia 
khususnya (salah satu bentuk zakat). Penanganan zakat di Indonesia bisa 
dibilang belum serius untuk kesejahteraan bersama terkadang hanya 
sebatas berorentasi pada posisi konsumtif. Kemudian di bentuk Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 namun saat ini sudah diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan 




Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa 
asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat adalah: 
1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga 
Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, 
mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara 
pendistribusian zakat. 
2. Amanah. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga 
yangdapat dipercaya. 
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3. Kemanfaatan. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. 
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat 
harus mampu bertindak adil. 
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan 
kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. 
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarki 
sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat. 
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan 
kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain 
yang berkepentingan. 
Adapun tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:  
1. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat. 
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
18
 
Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) 
menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan dan 
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pendayagunaan zakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan 
zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam 
penjelasan umum dikatakan bahwa penunaian zakat merupakan 
kewajiban setiap muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat 
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan 
keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan. 
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus 
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan  akuntabilitas 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolan zakat. 
Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan 
zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam 
hal ini diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat diwujudkan 
sebagai lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat, dan mengingat 
pentingnya tentang tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan politik 
hukum Islam dan Undang-undang, penulis tertarik untuk menelitinya 






D. Fokus Penelitian 
Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta 
menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 
Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian 
dapat berfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan sehingga peneliti 
akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu 
mengenai “Analisis Politik Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” 
Pembatas ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan 
yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan 
ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam 
penelitian ini adalah menjabarkan mengenai Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan melihat analisis politik 
Pembatas ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan 
yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan 
ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam 
penelitian ini adalah menjabarkan mengenai Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan melihat analisis politik 
hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat secara lebih mendalam lagi. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di 
Indonesia ? 
2. Bagaimana tinjauan politik hukum Islam terhadap Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah :   
1. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum Islam dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia. 
2. Untuk Menganalisis politik hukum Islam dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 
G. Signifikansi Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 
pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama 
dalam bidang Siyasah Syar‟iyyah, khususnya kajian mengenai politik 
hukum Islam terhadap pengelolaan zakat. 
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 
memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat 
akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Siyasah 






H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur 
penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut 
saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.
19
 Adapun metode 
penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research 
yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan 
literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan 
hasil penelitian terdahulu. 
b. Sifat Penelitian 
Berdasarkan sifatnya penelitian ini berisi sifat deskriptif 
analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek 
yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, 
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2. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data sesuai 
sumbernya masing-masing sebagai berikut : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal 
yang berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
b. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung 
oleh peneliti, buku-buku yang menulis tentang zakat tetapi 
diperoleh dari orang atau pihak lain seperti laporan-laporan buku, 
serta jurnal penelitian. 
c. Data tersier merupakan sumber data yang memberikan penjelasan 
terhadap jurnal, bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder 
seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
21
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi pustaka yaitu dengan cara melalui buku-buku umum maupun 
agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa 
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4. Teknik Pengolahan Data 
Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat 
dilakukan sebagai berikut :  
a. pemeriksaan data (Editing), yaitu mengoreksi data yang terkumpul 
apakah sudah cukup lengkap dan sudah sesusai dengan masalah 
yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengetik kembali 
hasil data yang terkupul melalui study pustaka,  dokumen apakah 
sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan. 
b. Rekontruksi data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang data 
secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai 
dengan permasalahan kemudian diambil kesimpulan sebagai tahap 
akhir dalam proses penelitian.
23
 
5. Teknik Analisa Data 
Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul penulis 
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode 
berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang 
berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat 
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POLITIK HUKUM DAN ZAKAT 
A. Politik Hukum Islam 
1. Pengertian Politik Hukum Islam 
Politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani 
Politicos, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara 
atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya Kota. 
Politik juga diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur 
masyarakat. Sedangkan secara terminologi Politik ialah cara dan 
upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat 
undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-
hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.
25
 
Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti 
mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 
pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini 
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat 
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut Fiqh Siyasah. 
Secara terminologis, politik sebagai menjadikan syari„at sebagai 
pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya 
di muka bumi, menancapkan ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah 
                                                             
25








Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting 
yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu (1) 
ilmu taqnin al-ahkam, (2) ilmu tathbiq al-ahkam, (3) ilmu taghyir al-
ahkam. Taqnin al-ahkam adalah ilmu yang membahas teori-teori 
legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif 
dalam tata hukum suatu negara. Tathbiq al-ahkam adalah ilmu yang 
membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislasi, 
diterima sebagai sumber otoratif, dan tertuang dalam bentuk qanun. 
Adapun taghyir al-ahkam adalah ilmu yang membahas perubahan 
(amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak 




Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik 
sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan 
basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi 
akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah. Hal itu sangat berbeda 
dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. 
Karena agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan moral saja, 
tetapi tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem 
hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. 
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Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam 
kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan pemerkosaan 
dan penodaan terhadap agama. Karena pada dasamya yang membuat 
aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Tetapi 
sangat berbeda dengan Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu 
bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur 
seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, 
masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, 
tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, 
ekonomi. 
2. Sejarah Politik Hukum Islam 




A. Siyasah Dusturiyah 
Siyasah Dusturiyah merupakan segala bentuk tata ukuran 
atau teori-teori tentang Politik Tata Negara dalam Islam atau yang 
membahas masalah Perundang-undangan Negara agar sejalan 
dengan nilai-nilai syari„at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu 
terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam 
hukum-hukum syari„at yang disebutkan di dalam al-Qur„an dan 
sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah 
maupun berbagai macam hubungan yang lain. 
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Prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang 
Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 
hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, 
pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan 
Perundang-Undangan untuk merealisasikan kemaslahatan 
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur„an 
menyediakan suatu dasar yang  kukuh dan tidak berubah bagi 
semua prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. 
Menurut Muhammad Asad, Al-Qur„an memberikan suatu 
jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik 
bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka 
menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan 
tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai 
universal Al-Qur„an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan 
umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang 
pernah diperaktikkan Rasulullah SAW dalam negara Islam 
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Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang 
mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam 
menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip Al-
Qur„an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah 
empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur 
masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca 
khulafaur-Rasyidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam 
mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli 
tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. 
Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam 
dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia 
Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. 
Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu 
dikenal dengan istilah Majlis Syura atau Ahl Al-halli wa al-Aqdi. 
Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara 
Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan 
dalam Negara Islam, yaitu: 
1. Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-
Undang). 
2. Sulthah Tashri„iyah (kekuasaan pembuat Undang- Undang). 
3. Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 
4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan). 
21 
 




B. Siyasah Dauliyah 
Siyasah Dauliyah merupakan segala bentuk tata ukuran 
atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan 
antar bangsa. Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu 
sistem kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan di bawah risalah 
Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi satu sistem 
khilafah atau kekhilafaan. Dalam sistem ini dunia internasional, 
dipisahkan dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu, pertama, 
Negara Islam atau darussalam, yaitu Negara yang ditegakkan atas 
dasar berlakunya  syariat  Islam dalam kehidupan. Kedua, darus-
harbi, yaitu negara non Islam yang kehadirannya mengancam 
kekuasaan Negara-Negara Islam serta menganggap musuh 
terhadap warga  Negaranya yang menganut agama Islam. Ketiga, 
darus-sulh, yaitu Negara non-Islam yang menjalin persahabatan 
dengan Negara-Negara Islam, yang eksistensinya melindungi 
warga Negara yang menganut agama Islam. 
Antara darus-salam dengan darus-sulh terdapat persepsi 
yang sama tentang batas kedualatannya, untuk saling menghormati 
dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia Internasional. 
Keduanya saling terikat oleh konvensi untuk tidak saling 
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menyerang dan hidup bertetangga secara damai, sementara 
hubungan antara darus-salam dengan darus-harb selalu diwarnai 
oleh sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi 
konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak 
berada dalam posisi pemrakarsa meletusnya perang. Perang dalam 
hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan 
balasan. Perang dalam rangka menghadapi serangan musuh di 
dalam Islam memperoleh pengakuan yang syah secara hukum, dan 
termasuk dalam ketegori jihad. 
Meskipun jihad dalam bentuk perang dibenarkan di dalam 
Islam, namun pembenaran tersebut sebatas di dalam 
mempertahankan diri atau tindakan balasan. Juga terbatas di dalam 
rangka menaklukkan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti 
pembantaian atau pemusnahan. Oleh karena itu, mereka yang 
menyerah, terampas, para wanita, orang tua dan anak- anak, orang-
orang cacat, tempat-tempat ibadah, dan sarana serta prasarana 
ekonomi rakyat secara umum harus dilindungi.
31
 
Kekuasaan politik berikutnya mengalami perubahan tidak 
hanya mengakui satu sistem khilafah tetapi telah mengakui 
keragaman tentang khilafah. Selain itu juga memberi pengakuan 
atas otonomi Negara bagian kerajaan maupun kesultanan di 
Spanyol hingga Asia Tenggara. Pada konteks sekarang teori politik 
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Islam kontemporer hanya memperkenalkan konsepsi hukum 
internasional dalam dua bagian besar; pertama, al-Ahkam ad-
Dauliyah al- Ammah; yaitu suatu hukum internasional yang 
menangani masalah-masalah makro. Kedua, al-Ahkam ad-
Dauliyah al-Khosoh, yaitu suatu hukum internasional yang 
menangani masalah-masalah mikro. 
Menurut Ali Anwar sebagaimana dikutip Hendrojono 




1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat- traktat (perjanjian), 
yang dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal Ayat : 58 
                        
         
Artinya : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan 
dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu 
kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S 
















2. Kehormatan dan integrasi Nasional 
               
                   
                         
        
Artinya : Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan 
kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan 
sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di 
antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih 
banyak jumlahnya dari golongan yang lain. 
Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal 
itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-




3. Keadilan universal Internasional 
                   
                    
                
Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 











4. Menjaga perdamaian abadi. 
5. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang 
Islam yang hidup di Negara lain. 
                   
                          
                     
                   
                 
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan 
Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 
kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang 
muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-
melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, 
tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban 
sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka 
berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta 
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) 
agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan 
kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian 
antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat 
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6. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral 
                  
                         
Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 
Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 




7. Kehormatan dalam hubungan internasional 
                




8. Persamaan keadilan untuk para penyerang 
                      
       
Artinya : Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah 
dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang 
ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, 
Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang 
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C. Siyasah Maliyah 
Siyasah Maliyah adalah Politik yang mengatur sistem 
ekonomi dalam Islam. A.Mudhofir menyatakan bahwa politik 
ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan 
untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu 
dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan 
sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk 
itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) 
terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (perindividu) 
yang hidup di dalam Negara  Islam, sesuai dengan syariah Islam.
40
 
Dengan demikian, politik ekonomi Islam didasarkan pada 
empat pandangan dasar yaitu: 
1. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan 
atas kebutuhan-kebutuhannya. 
2. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam 
Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya. 
3. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja 
mencari rezeki agar mereka bisa mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan hidup, alias bisa memasuki mekanisme pasar. 
4. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh 
interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin 
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terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap 
interaksi termasuk interaksi ekonomi. 
Atas dasar itu, politik ekonomi Islam  tidak sekadar 
diarahkan untuk meningkatnya pendapat nasional (GNP) atau 
disandarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, keadilan sosial, 
dan lain sebagainya. 
Politik ekonomi Islam terutama ditujukan untuk menjamin 
terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh bagi setiap 
orang yang hidup di Negara Islam. Atas dasar itu, persoalan 
ekonomi bukanlah bagaimana meningkatkan kuantitas produksi 
barang dan jasa, tetapi sampainya barang dan jasa itu kepada setiap 
orang (distribusi). Hanya saja, pertumbuhan ekonomi juga menjadi 
obyek yang diperhatikan dan hendak diselesaikan di dalam sistem 
ekonomi Islam. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa obyek persoalan 
ekonomi dalam sistem ekonomi Islam ada 2 macam: 
1. Politik ekonomi. 
2. Pertumbuhan kekayaan. 
Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam 
adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (al-hajat 
al-asasiyah/basic needs) bagi setiap individu dan juga pemenuhan 
berbagai kebutuhan sekunder dan luks (al-hajat al-kamaliyah) 
sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam 
masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya. Dengan 
29 
 
demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam 
ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia bukan 
pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat)
41
. 
Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas 
politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang 
memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh 
(lengkap). Ketiga, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari 
rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan 
meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur 
(syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang 
diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di 
dalam masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin 
pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non 
Muslim/kafir dzimmi) dan mendorong mereka agar dapat 
memenuhi kebutuhan- kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai 
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3. Prinsip dan Teori Politik Hukum Islam 
 Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki 
prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya 
sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau 
diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang 
pokoknya.
42
 Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, 
permulaan, aturan pokok. Adapun secara terminologi Prinsip adalah 
kebeneran universal yang inheren didalam hukum  Islam dan menjadi 
titik tolak pembinaannya prinsip yang membentuk hukum dan setiap 
cabang-cabangnya. 
Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip 
khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang 
bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip 
setiap cabang hukum Islam.
43
 
A. Sistem Musyawarah (As - Syura) 
 Syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu 
tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-
temurun hingga sekarang. Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk 
menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan 
mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang 
berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku. 
Sedangkan kata syura„ dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-
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ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang 
diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, 
kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang 
menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan 
keputusan yang tegas. 
Musyawarah dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar 
menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran 
yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba 
pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, 
maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional, dalam 
politik Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan 
dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang 
merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip 
konstitusional, maka dalam politik Islam musyawarah berfungsi 
sebagai rem atau pencegah kekuasaan absolut dari seorang 
penguasa atau kepala Negara.
44
 
Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan 
demokrasi liberal yang berpegang pada rumus ‖setengah plus satu‖ 
atau suara mayoritas yang lebih dari separo berakhir dengan 
kekalahaan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak 
yang lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa 
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persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga 
yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan 
untuk pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan atau 
kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang perlu 
diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang 
dan  siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan 
diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan 
umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam 
pengambilan keputusan melalui musyawarah menurut politik 
Islam. Selain itu, dalam setiap musyawarah yang perlu 
diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara. Jadi dalam 
musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari 
orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seorang  
yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu 
sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya, 
buah pikiran dari seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi 
dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, 
maka buah pikiran yang pertama itulah yang patut diperhatikan 
dalam musyawarah. 
Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau 
mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan 
bernegara. Pada masa Rasulullah Saw sebagai kepala negara, 
beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah 
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untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah 
kenegaraan. Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang 
menggantikan Rasulullah Saw, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, 
dan Ali bin Abi Thalib.
45
 
B. Al-Adl (Keadilan). 
 Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua dalam politik 
Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada persamaannya dengan 
keadilan dalam sistem mana pun. Seperti halnya musyawarah, 
perkataaan keadilan juga bersumber dari Al-Qur„an. Keadilan 
menurut Al-Qur„an sendiri meliputi lima hal. 
1.  Keadilan Allah Swt bersifat mutlak sebagaimana firman Allah 
Swt dalam Surah Al-Imran ayat 18. 
                       
                  
Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 
melainkan dia (yang berhak disembah), yang 
menegakkan keadilan. para malaikat dan orang- 
orang yang berilmu (juga menyatakan yang 
demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang 




2. Keadilan firman-Nya atas ayat-ayat-Nya tertuang dalam Al-
Qur„an. Sebagaimana terlihat dalam Surah Al-Maidah ayat 25. 
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                    
             
Artinya: Berkata  Musa:  “Ya  Tuhanku,  Aku tidak menguasai 
kecuali diriku sendiri dan saudaraku” sebab itu 




3. Keadilan syariat-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-An„am ayat 
161. 
                      
               
Artinya: Telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang 
lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim 




4. Keadilan pada alam ciptaan-Nya. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Al-Qur„an Surah At-Tin ayat 4. 
             
Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
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5. Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat. Di dalam Al-Qur„an diserukan agar supaya 
orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata 









-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan 
pribadi. Bahkan  Nabi Muhamammad Saw sendiri dengan 
tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang- orang 
yang Non Islam sekalipun. Seperti dalam firman Allah Swt 
dalam Surah Asy-Syura ayat 15. 
                           
                    
                          
                  
Artinya: Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) 
dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu 
dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan 
Katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang 
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya 
berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami 
dan Tuhan kamu. bagi kami amal- amal kami dan 
bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran 
antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara 
kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).
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C. Al-Hurriyah (Kemerdekaan / Kebebasan yang Bertanggung 
Jawab) 
Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah 
kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani 
tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan 
hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu 
menghadap ke arah Tuhan di langit. Seseorang tidak lebih utama 
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dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam 
menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para nabi 
murupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran 
penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam 




D. Al-Musaawah (Persamaan). 
Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek 
yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang 
kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, 
ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum 
misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan 
hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang 
kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari 
kelompok elite. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi 
Muhammad Saw sebagai kepala negara Madinah, ketika ada 
sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka 
dari kelompok elite. Nabi berkata: “Demi Allah, seandainya 
Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”. 
Prinsip persamaan dalam Islam juga sebenarnya 
berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme.  
Pandangan ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam telah 





mengatur bagaimana terwujudnya hubungan harmonis antara 
suami dan istri. Begitu juga laki-laki dan perempuan menduduki 
tempat yang sama dilihat dari segi jenisnya. Perbedaan keduanya 
hanya terletak di dalam kesiapan masing-masing.
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Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw banyak 
perempuan berkiprah dan beraktivitas tanpa batas di sektor 
publik, seperti Khadijah bint Khuwailid (istri Nabi) dan Qailah 
Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan 
pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai 
penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai 
penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. 
Asy-Syifa` adalah perempuan pertama diserahi tugas oleh 
Khalifah Umar ibn Al-Khattab sebagai manajer yang mengelola 
pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan bernama Raitah 
(istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. 
Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), 
Safiyyah, Laila Al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai 
aktivis dan relawan kemanusiaan di medan perang menolong 
prajurit yang cedera dalam peperangan. 
Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan 
ijtihad, Al-Qur„an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk 
pemerintahan, mekanisme dan pelaksanaan di lapangan. Tetapi 





cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi 
pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai 
sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik 
sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan 
sebagainya. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang 
diberikan dalam Al- Qur„an dan As-Sunnah, Islam memberi 
kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk 
pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. 
Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari„ah 
dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari„ah 




1. Pengertian Zakat 
Kata zakat merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata 
zaka- yazki-zakatan, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan 
keberkahan. Dalam Al-Qur‟an, kata zakat dan derivasinya disebut 32 
kali dengan makna kesucian dan kesolehan, sedekah, dan ukuran dari 
harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan 
beberapa syarat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang 
telah memiliki syarat tertentu, berupa milik penuh, harta berkembang 
atau produktif, cukup senisab, bebas dari hutang, sudah sampai 
setahun (haul), melebihi darikebutuhan primer (al-hajah al-ashliyah). 





Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 
Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang 
dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan 
itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi 
kekayaan itu dari kebinasaan.
54 
Lebih jelasnya adalah, zakat 
merupakan nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, 
menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan 
tertentu. 
Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah 
bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang 
memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat 
tertentu pula. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan 
suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang 
memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, 
sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang 




2. Dasar Hukum Zakat 
Hukum zakat adalah wajib aini‟ dalam arti kewajiban yang 
ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada 
orang lain. Walaupun dalam pelaksanaanya dapat diwakili kepada 
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Pijakan hukum disyariatkan zakat ditemukan dalam 
beberapa ayat al-Qur‟an dan Hadist.
56
 Berikut ini sebagaian dari dasar 
hukum zakat yang termuat didalam al-Qur‟an dan Hadist. 
a. Al-Qur‟an 
Ada beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang 
termuat dalam Al- Qur‟an yaitu di antaranya: 
                      
Artinya: “Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 
mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang 
tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan 
adanya (kehidupan) akhirat”. (Q.S Fussilat: 7)
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                      
                     
              
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 




Selain dari Al-Qur‟an, dasar hukum wajibnya zakat 
dijelaskan dalam beberapa hadist nabi SAW diantaranya: 
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Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abbas 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس  رضى اهلل عنهما  َأنَّ النَِّبىَّ  صلى اهلل عليو 
وسلم  بَ َعَث ُمَعاًذا رضى اهلل عنو  ِإَلى اْلَيَمِن َفذََكَر الَحِديَث, 
َو ِفيِو: َأنَّ اللََّو افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِفى َأْمَواِلِهْم ، تُ ْؤَخُذ ِمْن 
 َلى فُ َقَرائِِهْم )رواه البخاري(عَ َأْغِنَيائِِهْم َوتُ َردُّ 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan 
hadits itu dan di dalamnya (beliau bersabda): 
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari 
harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di 





Hadist itu dalil bahwa kepala Negara mempunyai kekuasaan 
atas wewenang untuk memungut zakat dari mereka untuk 
membaginnya, baik beliau lakukan sendiri atau oleh wakilnya. 
Kalimat: “Tu‟khadzu (diambil) mengandung pengertian bahwa 
barang siapa yang menolak membayar zakat itu, maka dapat 
diambil secara paksa dari mereka . rasulallah SAW. Sudah 
menjelaskan maksud pengutusan mu‟ad itu adalah untuk 
menjlaskan cara mencapai kebahagian di dunia dan ukhrawi. Sabda 
nya : “Turaddu „alla fuqorfo ihim” ( Zakat itu dikembalikan/ 
diberikan kepda orang-orang fakir diantara mereka) itu, cukup 
kepada salah satu macam saja ( diantara delapan orang yang berhak 
mendapatkan zakat itu, tidak harus dibagi delapan). 
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Ada yang mengatakan: mungkin Nabi SAW. Mengkhususkan 
orang-orang fakir, karena mereka lah yang biasa diberikan dan 
yang banyak, akan tetapi pendapat itu tanpa dalil. Mungkin juga 
yang dimaksud dengan fakir disitu ialah orang yang halal 
mendapatkan pembagian zakat itu, maka didalamnya termasuk 
orang miskin. Menurut orang yang berpendapat bahwa orang 
miskin itu lebih membutuhkannya kesengsaraannya daripada orang 




ِه َأنَّ النَِّبىَّصلى اهلل عليو  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِو َعْن َجدِّ
ِإْن َوَجْدَتُو ِفى قَ ْريٍَة : وسلم قَاَل ِفى َكْنٍز َوَجَدُه َرُجٌل ِفى َخرِبَة
َغْيِر َمْسُكونٍَة َفِفيِو َوِفى َمْسُكونَة, فَ َعرِّْفو, َوِإْن َوَجْدَتُو ِفىَقْريٍَة 
 الرَِّكاِز اْلُخُمس )رواه البيهقي(
Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya 
Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan 
yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak 
berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung 
yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau 
menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, 
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3. Harta Benda yang Wajib di Keluarkan 
Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk 
mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak 
pada bulan Ramadhan sebelum satu Syawal (hari raya Idul Fitri). 
Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok 
sesuai daerah yang ditempati, maupun berapapun uang yang 
nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau 
makanan pokok tersebut. 
b. Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan 
harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
62
 
Zakat māl terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis 
harta yang dimiliki. Antara lain yaitu. 
1. Zakat Binatang Ternak 
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), 
hewan kecil (kambing, domba) dan umggas (ayam, itik, 
burung). Syarat-syarat ternak.
63
 sebagai berikut : 
a. Sampai nishāb, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang 
ditetapkan hukum syara‟. 
b. Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-
anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya. 
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c. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang 
tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan 
hasil perkembangbiakannya. 
d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti 
untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan 
sebagainya. 
2. Zakat Emas dan Perak 
Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata 
uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing Negara. 
Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti 
tabungan, depasito, cek, saham atau surat berharga lainnya, 
termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan 




Demikian juga dengan harta kekayaan lainnya, seperti 
rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain.yang melebihi 
keperluan menurut syara‟ atau dibeli/dibangun dengan tujuan 
menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada 
emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal 





                                                             
64
 Ibid, h. 194 
65
 Ibid ,h. 195 
45 
 
3. Zakat Harta Perniagaan 
Harta peniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk 
diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang 
seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-
lain.Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau 
perserikatan seperti CV, PT, koprasi, dan sebagainya. 
4. Zakat Hasil Pertanian 
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau 
tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-
umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-
rumputan, dedaunan dan lain-lain.
66
 
5. Zakat Ma‟din dan Kekayaan Laut 
Ma‟din (hasil tambang) adalah benda-benda yang 
terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, 
seperti emas, perak, timah, tembaga, minyak bumi, batu bara, 
dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang 
diekploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-
lain. 
6. Rikaz  
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau 
biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta 
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4. Hikmat dan Manfaat Zakat 
Hikmah Zakat Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang 
mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik 
hikamh itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orangorang yang 
menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi 
masyarakat secara keseluruhan. 
Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat 
antara lain sebagai berikut : 
a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri 
nikmatnya, menumbuhkan aklak mulia dengan rasa kemanusian 
yang tinggi, menghiHlangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 
menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan 
mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :  
                     
        
    
Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya adzab-
Ku sangat pedih". 
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b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai 
penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir 
dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan 
sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 
dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga 
terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, 
dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka 
ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup 
banyak. 
c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang 
berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 
digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya 
tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha 
dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. 
d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan 
prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, 
pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana 
pengembangan kualitas sumberdaya manusia. 
e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu 
bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat 
adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita 
yang kita usahakan dengan baik dan benar. 
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f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat 
merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan 
zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun 
pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan. 
g. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu 
bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat 
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola 
dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha 
yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam. 
h. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-
mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut 
akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta 
berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.
68
 
C. Tinjauan Pustaka 
Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan 
zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam hal 
ini diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat diwujudkan sebagai 
lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat, dan mengingat 
pentingnya tentang tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan politik 
hukum Islam dan Undang-Undang, menjadi bahasan yang menarik untuk 
diteliti khususnya masalah pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum 
Islam dan Undang-Undang. Namun penelitian yang membahas tentang 
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pengelolaan zakat berdasarkan politik hukum Islam dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat belum ada yang 
membahasnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa penelitian tentang zakat 
lebih berbicara kearah hukum positif dan fokus ke hukum Islam nya saja. 
Yang diantaranya sebagai berikut: 
Karya yang membahas tentang pendistribusian zakat adalah skripsi 
karya M. Faisal Ansori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata”.
69
 
Selanjutnya skripsi karya Iman Setya Budi dengan judul “Tata 
Kelola Zakat Dalam Persefektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam 




Dan yang terakhir adalah skripsi karya Sultan Syahrir dengan judul 
“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidereng Rappang” dalam skripsi ini 
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